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ABSTRAK

UPAYA HUKUM SATUAN LALU LINTAS POLRES OGAN KOMERING
ILIR DALAM MENANGGULANGI PENGGUNAAN KNALPOT RACING
(TIDAK STANDAR) DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORT OGAN
KOMERING ILIR

Oleh:
Noppri Iskandar

Knalpot adalah sarana pembuangan gas buang yang ditimbulkan dari
pembakaran dalam mesin sepeda motor saat mesin tersebut dihidupkan.
Kenyataan dimasyarakat seringkali pengendara sepeda motor mengganti
knalpot, dengan knalpot yang mempunyai suara lebih keras atau yang lebih
dikenal dengan sebutan knalpot racing.Peristiwa penggantian knalpot tersebut
sebenarnya sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pelakunya, hal itu
berkenaan dengan kegaduhan suara yang ditimbulkan di jalan bahkan gas
buang yang dihasilkan berpotensi menimbulkan penyakit bagi masyarakat.
Untuk itu rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana Implementasi
peraturan mengenai penggunaan motor knalpot racing di jalan umum?,
bagaimana polusi yang ditimbulkan oleh penggunaan motor berknalpot racing ?
dan yang ketiga adalah bagaimana tindakan yang dilakukan kepolisian Resor
kota Magelang dalam menangani penggunaan knalpot racing?

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum dengan pendekatan
penelitian kualitatif hukum. Jenis penelitian ini adalah yuridis-sosiologis. Fokus
penelitian pada Penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor dengan”
knalpot racing” di wilayah hukum Polres Ogan Komering Ilir Kota Kayuagung
data ini menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan teknik
pengumpulan data berupa studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Validitas data dengan teknik triangulasi data dan analisis data
menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan
bahwa implementasi peraturan terhadap penggunaan kendaraan bermotor
dengan “knalpot racing” di Kepolisian Resor Magelang Kota menunjukan
peningkatan dari tahun ke tahun . Penegakan hukum terhadap penggunaan
motor “knalpot racing” sendiri masuk dalam penegakan hukum di bidang
lalulintas .

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Knalpot Racing, Polres .
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi telah digunakan sejak dulu dalam kehidupan bermasyarakat,
Sebelum tahun 1800 transportasi masih memakai tenaga manusia, hewan dan
sumber dari tenaga alam, lalu pada tahun 1860-1920 tranportasi mengalami
perkembangan dengan memakai sumber tenaga mekanis seperti pesawat,
kendaraan bermotor, dll. Pada zaman ini tranportasi sangat memegang peranan

penting.

Transportasi banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan
manusia yang memberikan peluang bagi masyarakat dalam mobilitasnya sehari-
hari. Disamping itu, transportasi berperan sebagai penunjang, di berbagai sektor
daerah yang berpotensial tapi belum berkembang. Adapun fungsi transportasi
adalah “memindahkan barang dan orang dari suatu tempat ke tempat yang lain
dengan maksud meningkatkan daya guna dan nilai”. Mengingat pentingnya
peranan lalu lintas dan angkutan jalan yang menguasai hidup orang banyak, maka
lalu lintas dan angkutan jalan dikuasai oleh pemerintah. Dalam pasal 1 ayat (3)
UUD 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum” . Dari ketentuan
pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara

yang berlandaskan hukum Indonesia

1 H.A.Abbas Salim. “Manajemen Tranportasi”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, him. 5.



menempatkan hukum sebagai pondasi utama dalam menggerakan sendi-
sendi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu
sebagai negara hukum, Indonesia untuk menilai perbuatan yang dilakukan oleh
masyarakat berdasarkan atas peraturan hukum yang berlaku. Secara umum, dalam
setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip
dasar, yakni supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan di hadapan hukum
(equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan

dengan hukum (due process of law).?

Banyaknya penyimpangan yang terjadi di bidang transportasi khususnya
dalam kendaraan bermotor, misalnya Perkembangan perekonomian tersebut
secara signifikan juga diikuti dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dari
suatu daerah ke daerah lain. Pada titik inilah, peranan penting transportasi juga

akan semakin dirasakan.

Transportasi merupakan sarana yang dibutuhkan banyak orang sejak
jaman dahulu melaksanakan kegiatannya. Oleh karena itu tidak dapat dihindari
ada banyaknya sarana transportasi yakni berupa kendaraan bermotor yang

melintas di jalanan.

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh
peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
Kendaraan bermotor menurut ketentuan Pasal 3 Angka 1 Peraturan Pemerintah

Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan menjelaskan bahwa :

2 Ridwan HR, “Hukum Administrasi Negara, Edisi revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, him 3.



Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a

berdasarkan jenis dikelompokkan ke dalam :

a. Sepeda Motor;

b. Mobil Penumpang;

c. Mobil Bus;

d. Mobil Barang;

e. Kendaraan Khusus.

Kendaraan bermotor kini juga berfungsi sebagai penunjang penampilan
pemiliknya, tampilan asli dari kendaraan bermotor terkadang kurang memuaskan
bagi pemiliknya, sehingga mereka merasa perlu untuk melakukan modifikasi.
Proses modifikasi dari yang ringan sampai yang benar - benar merombak hampir
seluruh tampilan kendaraan bukan lagi suatu pemandangan aneh. Alasan
sebenarnya adalah hanya untuk lebih gaya. Perpaduan berbagai aksesoris maupun
piranti bodi, plat nomor, lampu utama, knalpot, dan sebagainya, bisa membuat

kendaraan benar - benar menarik, lebih bagus atau manis, tergantung selera.

Adapun mengenai modifikasi menurut ketentuan Pasal 1 angka 12
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan menjelaskan
bahwa : Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi

teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan bermotor.



Dengan melakukan modifikasi terhadap kendaraan bermotor roda dua
yang pada dasarnya kurang memperhatikan keselamatan pengendara serta kadang
bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Selain harus aman dan nyaman saat
dikendarai, motor yang melalui rangkaian modifikasi hendaknya juga
memperhatikan norma keselamatan pengendara lain. Jangan sampai motor yang di
modifikasi justru merugikan pengendara dan pengendara lain saat dikendarai di
jalan raya, seperti :*

1. Menggunakan knalpot racing yang membuat pengguna jalan lain akan
merasa bising sehingga sulit mendengar klakson dari kendaraan lainnya dan
pengendara motor yang berada tepat di belakang pengendara dengan knalpot
racing tersebut Knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan atau yang biasa
dikenal dengan knalpot racing merupakan knalpot yang dijual di toko - toko
variasi belum memiliki surat lulus uji persyaratan teknis dari Dinas Perhubungan.
Adapun peraturan terkait yang mengatur mengenai knalpot racing yang tidak
memenuhi standarisasi dari prasyarat dinas perhubungan, yaitu :

1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan menjelaskan bahwa :
1) Pasal 48 ayat (2) menjelaskan bahwa :
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. susunan;
b. perlengkapan;

c. ukuran;

* https://beritagar.id/artikel/otogen/modifikasi-motor-harian-yang-merugikan-pengendara-lain,
diakses pada hari Jum’at tanggal 22 April 2016 Pukul 15:00 WIB.
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karoseri;

rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
pemuatan;

penggunaan;

penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau

penempelan Kendaraan Bermotor.

2) Pasal 48 ayat (3) menjelaskan bahwa :

Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur

sekurang - kurangnya terdiri atas:

a.

b.

emisi gas buang;

kebisingan suara;

efisiensi sistem rem utama;

efisiensi sistem rem parkir;

kincup roda depan;

suara klakson;

daya pancar dan arah sinar lampu utama;
radius putar;

akurasi alat penunjuk kecepatan;

kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan

kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

3) Pasal 106 ayat (3) menjelaskan bahwa :



4)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan
wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik
jalan.

Pasal 285 ayat (1) menjelaskan bahwa :

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang
tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi
kaca spion, klakson, lampu umum, lampu rem, lampu penunjuk
arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan
kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat
(3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan piadana
kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak

Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012

1)

2)

3)

tentang Kendaraan, Pasal 66 menjelaskan bahwa :

Kebisingan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (2)
huruf b diukur berdasarkan energi suara dalam satuan disebel (A)
atau dB (A).

Energi suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi
ambang batas.

Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang lingkungan hidup.



4) Dalam menetapkan ambang batas sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) harus berkoordinasi dengan menteri yang
bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan

angkutan jalan.

2. Kereta gandengan dan kereta tempelan yang membuat pengendara lain
terhalangi saat berkendara.

3. Memindahkan tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor
sehingga sulit untuk dilihat.

4. Menggunakan sirine atau strobo (sering dijumpai pada sepeda motor yang

digunakan ketika touring.), untuk alasan apapun, sangat tidak dianjurkan

menggunakannya. Karena suaranya yang mengganggu pengguna jalan lain
yang memiliki hak yang sama. Komponen ini hanya boleh digunakan pada
kendaraan tertentu dalam kondisi darurat seperti ambulans, pemadam
kebakaran, dan kepolisian.

5. Memotong spakbor belakang, modifikasi ini pun merugikan pengendara
lain, sebab apabila musim hujan seperti sekarang ini dan motor melewati
genangan air, maka cipratan air akan langsung mengenai pengendara yang
berada tepat dibelakangnya.

Adapun mengenai modifikasi menurut Kententuan Pasal 1 angka 12

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan menjelaskan

bahwa “Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi

teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut


https://beritagar.id/artikel/infografik/tak-usah-bergaya-ambulans-dan-polisi
https://beritagar.id/artikel/infografik/tak-usah-bergaya-ambulans-dan-polisi
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4fcdd63a00e84/node/28/pp-no-55-tahun-2012-kendaraan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4fcdd63a00e84/node/28/pp-no-55-tahun-2012-kendaraan

Kendaraan Bermotor.”

Modifikasi kendaraan bermotor roda dua memang memiliki dua sisi, yaitu
sisi positif dan sisi negatif. Positif karena dalam proses modifikasi, para
modifikator harus berpikir keras dengan menggunakan kreatifitas mewujudkan
kendaraan yang diinginkan dan sebaliknya sisi negatifnya adalah para modifikator
tidak memperhatikan norma hukum yang berlaku. Proses Modifikasi tersebut
memang menghasilkan kepuasan tersendiri bagi

pemiliknya, akan tetapi sangat disayangkan karena hasil modifikasi
tersebut tak jarang tidak memperhatikan norma dan kaidah hukum, sehingga
modifikasi tersebut berakibat melanggar hukum yang ada.

Modifikasi tersebut memang menghasilkan kepuasan tersendiri bagi
pemiliknya, akan tetapi sangat disayangkan karena hasil modifikasi tersebut tidak
memperhatikan norma dan kaidah hukum, sehingga modifikasi tersebut berakibat
melanggar hukum yang ada. Contohnya adalah penggunaan knalpot kendaraan
bermotor yang melebihi ambang batas kebisingan (Knalpot racing). Ambang batas
kebisingan kendaraan adalah batas maksimum energi suara yang boleh
dikeluarkan langsung dari mesin dan/atau transmisi kendaraan.> Tidak sesuainya
Knalpot yang digunakan pada kendaraan bermotor dapat mengganggu pengendara

lain karena suara yang dihasilakan sangat berisik atau kasar.

Secara umum, batas kritis pendengaran manusia adalah 90 desibel dan

jika mendengarkan di atas batas tersebut, maka bagian dalam telinga akan

® Barda Nawawi Arief, “Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana dalam
Penanggulangan Kejahatan”, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010, him. 77



merasakan sakit yang teramat sangat. Rata-rata, seseorang yang sudah pernah
mendengarkan suara atau bunyi mendekati batas kritis, maka menurut WHO akan
ada perubahan emosi yang akan ditunjukkan, seperti mudah marah atau
tersinggung, mudah mengalami stres, susah tidur sampai tiba-tiba memiliki
gangguan kardiovaskular sampai gangguan pencernaan dan pernapasan. Penyusun
tertarik untuk membabhas terkait permasalahan ini di Ogan Komering Ilir. Di Ogan
Komering Ilir banyak sekali kendaraan yang mengganti knalpot asli bawaan
pabrik dengan knalpot racing (tidak standar) yang membuat bising telinga
pengendara atau masyarakat setempat. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup No. 7 Tahun 2009 di atur tentang ambang batas kebisingan kendaraan
bermotor dengan mesin hingga 80 cc ambang batas kebisingannya adalah 77 Db,
dan kendaraan bermotor dengan mesin 80-175 cc ambang batas kebisingannya
adalah 80 Db, sedangkan kendaraan bermotor dengan mesin di atas 175 cc
ambang batasnya adalah 83 Db.® Sementara banyak sekali knalpot racing yang
tingkat kebisingannya mencapai diatas batas kebisingannya Maka dari itu masalah
knalpot racing (tidak standar) ini harus ditindak tegas oleh pihak kepolisian

khususnya di Ogan Komering llir.

Dari kesimpulan latar belakang diatas bahwa penulis tertarik untuk
membahas penelitian ini lebih mendalam dengan judul penelitian skripsi
“UPAYA HUKUM SATUAN LALU LINTAS KEPOLISIAN RESORT

OGAN KOMERING ILIR DALAM MENANGGULANGI PENGGUNA

® Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan
Kendaraan Bermotor Tipe Baru.
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KNALPOT RACING (TIDAK STANDAR) DI WILAYAH RESOR OGAT

KOMERING ILIR”

B. Rumusan Masalah
Dengan mendasarkan hal-hal pada uraian latar belakang di atas maka
penulis mengidentifkasi perumusan masalah yang timbul yaitu:

1. Bagaimana Upaya Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir dalam
menanggulangi penggunaan knalpot racing di wilayah hukum Ogan
Komering Ilir ?

2. Apakah Tindakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Ogan
Komering Ilir terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot racing

(tidak standar) ?

A. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk menganilisis faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas
terhadap penggunaan knalpot racing (tidak standar) di Ogan Komering
ir.
b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan aparat
kepolisian untuk meminimalisir penggunaan knalpot racing pada

kendaraan bermotor roda dua di Kota Makassar
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2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk memberikan pengetahuan tentang kesadaran hukum mengenai
persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor roda dua
terhadap masyarakat, khususnya pengguna knalpot racing (tidak
standar).

b. Sebagai upaya dalam mewujudkan kesadaran hukum dalam berlalu

lintas.

D. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual dalam suatu penelitian yang memuat istilah, serta
pembahasan yang akan dijabarkan dalam penelitian skripsi ini. Maka dibawah ini
akan dikemukakan penjelasan istilah serta pembahsan yang berkaitan dengan
judul skripsi sebagai berikut :
1. Upaya Hukum
Upaya hukum merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk
tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau
kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan hak peninjauan kembali dalam hal
serta menurut cara yang diatur undang-undang ini.
Jadi dapat disimpulakan bahwa upaya hukum merupakan setiap usaha
pribadi atau badan hukum yang dilakukan atas ketidakpuasannya terhadapa
peradialan hukum sebelumnya dan yang telah diputuskan dalam undang-undang’

2. Knalpot Racing

7 http://tesishukum.com/pengertian-upaya-hukum-menurut-para-ahli/
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, knalpot adalah bagian motor
berbentuk pipa panjang yang berfungsi meredam bunyi letupan tempat saluran
buangan gas; peredam bunyi. Racing dalam Bahasa Indonesia adalah balapan.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia balapan adalah berbalapan; lomba
adu kecepatan. Sedangkan bila hanya mengambil kata dasar dari balapan,
yakni balap, maka artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia balap
adalah (lomba) adu kecepatan; pacuan. Dengan ini dapat diartikan bahwa
knalpot racing adalah alat untuk meredam bunyi dari buangan hasil
pembakaran di mesin yang khusus digunakan untuk keperluan balapan.?
Fungsi knalpot adalah untuk meredam hasil ledakan di ruang bakar mesin.
Ledakan pembakaran campuran bahan bakar dan udara berlangsung begitu
cepat di ruang bakar. Ledakan ini menimbulkan suara yang sangat bising.
Untuk meredam suara tersebut, gas sisa hasil pembakaran yang keluar dari
klep buang tidak langsung dilepas ke udara terbuka. Gas buang disalurkan
terlebih dahulu ke dalam peredam suara atau muffler di dalam knalpot.

Knalpot motor pada umumnya dibagi dua jenis, yaitu knalpot motor 2
stroke (2-tak) dan 4 stroke (4-tak). Pertama, mesin 2-tak hanya mengalami dua
langkah dan mesin ini tidak dilengkapi dengan katup atau klep. Knalpot pada
mesin tipe ini sangat berperan dalam pembakaran. Knalpot tipe ini harus
menghasilkan turbulensi yang akan membantu kompresi bahan bakar di ruang
bakar, yang disebabkan oleh tekanan balik ke ruang bakar hasil turbulensi

tersebut. Perhitungan turbulensi udara dalam knalpot ini tidak sembarangan,

8 http://almarwah.sch.id/knalpot-ii/,20 Januari 2022


http://almarwah.sch.id/knalpot-ii/
http://almarwah.sch.id/knalpot-ii/
http://almarwah.sch.id/knalpot-ii/
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memerlukan perhitungan yang tepat pada komponen lain pada mesin, seperti
waktu pembakaran. Berdasarkan riset dan temuan (sekitar tahun 1950-an)
ternyata knalpot dapat difungsikan sebagai penambah tenaga pada mesin 2
Tak. Pada saat itu tepatnya di Jerman ditemukan sistem yang Kita sering lihat
pada motor 2 tak. Sebenarnya ini adalah efek turbulensi yang dibuat optimal.
Oleh karena itu knalpot racing pada motor 2 tak tidak selamanya dapat
meningkatkan tenaga, tetapi bila settingan karburator dan waktu pembakaran
pas, maka penggantian knalpot racing dapat meningkatkan tenaga motor
antara 10% hingga 30%.

Kedua, mesin 4 tak adalah mesin yang bekerja sebanyak empat
langkah, yaitu: Hisap-Kompresi-Usaha-Buang. Letak kehebatan mesin 4 tak
ini adalah katupnya, sedangkan fungsi knalpot pada jenis motor ini hanya
untuk menurunkan suhu akibat kompresi. Pendapat yang mengatakan bahwa
knalpot racing dapat meningkatkan tenaga mesin sebenarnya masih
dipertanyakan. Kalaupun benar-benar naik, paling tinggi peningkatan
tenaganya hanya sampai 5% itupun dikarenakan penggantian spuyer (main jet
dan pilot jet, pemasok BBM di karburator).

Akan tetapi, dengan desain dan hitungan yang baik dan benar dari
knalpot yang tentunya harus lebih baik dari standar, tenaga mesin bisa naik
antara 10 hingga 30%. Knalpot yang secara khusus dirancang untuk
meningkatkan performa mesin secara optimal sering disebut high performance

exhaust chamber.’

? http://almarwah.sch.id/knalpot-ii/,20 Januari 2022


http://almarwah.sch.id/knalpot-ii/
http://almarwah.sch.id/knalpot-ii/
http://almarwah.sch.id/knalpot-ii/
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3. Penanggulangan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari
kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah
awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti
proses, cara, perbuatan menanggulangi.

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah,
mengahadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan
sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan
bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya
penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan refresif.*

Sedangkan yang dimaksud dengan penanggulangan yaitu upaya mengatasi
dan memberi solusi kepada anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang
seperti mencuri serta kepada para pihak yang berhubungan dengan anak tersebut,
seperti orang tua, guru, tokoh masyarakat maupun pemerintah.

Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk

meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi

lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.

E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum/skripsi ini

adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum normatif empiris

10 “Pengertian Penanggulangan” melalui http://kbbi.web.id.
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adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dan memerlukan data

sekunder sebagai data utama sedangkan data primer sebagai data penunjang.

2. Sumber Data
Sesuai dengan permasalahan yang akan digunakan penulis, maka

sumber data penelitian yang digunakan adalah :

a) Bahan hukum primer, yaitu terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas.

b) Bahan hukum sekunder, misalnya berupa buku-buku,karya ilmiah, dan

hasil penelitian.

c¢) Bahan hukum tersier, misalnya bahan-bahan internet, Kamus Besar Bahasa

Indonesia, Kamus Hukum, dan sebagainya.

3. Metode Pengumpula Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

a. Studi Keputusan Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari
peraturan perundang-undangan, buku-buku atau tulisan dan hasil-hasil penelitian
ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab
secara langsung dengan menggunakan panduan daftar pertanyaan yang telah

disiapkan sebagai pedoman
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4. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini di analisis secara kualitatif
didasarkan pada intepretasi hukum, dengan memahami atau mengkaji data secara
sistematis dan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara
deduktif berpangkal dari proposisi umum dan berakhir dengan kesimpulan yang

bersifat khusus.
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F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4
(empat) Bab sistematika sebagai berikut :

BAB | PENDAHULUAN
Yang menguraikan latar belakang, permasalahan,
ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian, serta
sistematika penulisan.

BAB 11 TINJAUAN PUSTAKA
Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat
kaitannya dengan permasalahan yang akan di bahas

BAB I PEMBAHASAN
Yang berisikan tentang Upaya hukum satuan lalu
lintas dalam menanggulangi penggunaan knalpot
racing (tidak standar).

BAB IV PENUTUP
Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian
uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta

memberikan saran.
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